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MODUL 7
DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA INDONESIA

Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa
menguasai pengetahuan (knowledge) tentang dinamika
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sehingga
semua aktivitas pengamalannya dapat dimanifestsikan dalam
dalam sikap (attitude) dan tindakan/perilaku (psikomotor/softskill) sehari-hari
sebagai warga negara yang Pancasila.

St
PARCASLA

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses

yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi

kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno

menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah

Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945

dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat

istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini

kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara

Indonesia.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan

dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia

sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai

menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah

Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan

munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan,

perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan

Pancasila di perkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang

menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis).



Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati oleh
seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali
mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa
pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat
digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti
ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir.
Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan
masyarakat Indonesia dan dunia internasional, dapat menjadi ancaman bagi
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Pada masa Orde lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri
diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana
peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa orde
lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam
sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda
pada masa orde lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang
berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-
1966.

Periode 1945-1950

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk
mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan
pemberontakan yang tujuannya menganti Pancasila dengan ideologi
lainnya. Ada dua pemerontakan yang terjadi pada periode ini yaitu:

1). Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun terjadi
pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso.
Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang
berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan
mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada

akhirnya bisa digagalkan.



2) Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan
didirikannya Negara Islam Indonesia (NIl) oleh Kartosuwiryo pada tanggal
17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti
Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at islam. Upaya penumpasan
pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo

bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

Pada periode 1950-1959

Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam
penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi leberal. Hal tersebut dapat
dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan
musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting)

Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang
berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS),
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan
Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam
bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu
1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil
pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang
diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan,
yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk
membubarkan Konstituante, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah
Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin

stabilitas pemerintahan.

Periode 1956-1965
Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi
bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah

nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden



Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap
Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat
menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan Nasionalis, Agama,
dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya
kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup
bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan
Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI
pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan
pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia
serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa
digagalkan, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman
sesuai dengan perbuatannya.

Puncaknya adalah peristiva pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini
menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang
digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila
sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No.ll/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun,
pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis
politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik
liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden
Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini
nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan
diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini
dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsoen politik yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang
suka memaksakan kehendak kepada pihak lain

Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi
dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila

sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal



tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan
membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta
menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dinamika Masalah Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Penerapan Pancasila sebagai dasar Negara terus menghadapi
berbagai masalah. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada
ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila
dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan
masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan
yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai
macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi
dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi mempunyai dampak
negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang
timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas,
seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika
dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya. Tantangan lain
dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa
persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini , tindak
kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan
dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban
jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah
wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih
mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat
Indonesia.

Kemudian, selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa
Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan
mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini
sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan
politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa

di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling



tergantung satu sama dengan yang lain, namun persaingan antar kekuatan-
kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah
satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui
penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi
penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih
penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyakat
berkembang. Masyarakat yang kita citacitakan belum terwujud secara nyata,
belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita
bersama. Keadaan ini sadar atau tidak sadar, terbuka kemungkinan bangsa
kita akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa
depannya dengan diilhami oleh suatu pandangan hidup atau dasar negara
yang lain

Selain itu tantangan yang muncul, berasal dari derasnya arus paham-paham
yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme,
komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus
kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal inipun dapat dilihat
dengan jelas, betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan
bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki
sifat religius, santun, dan gotong-royong.

Apabiladitarik benang merah terkait dengan tantangan yang melandabangsa
Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai
berikut:

Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan
bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang
begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas- luasnya, di satu
pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma
dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme
yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik
masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang

dianutnya. Masyarakat menjadiberingas karena code of conduct yang bersumber



pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik
tersebut dapat memperlemah integrasi nasional.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya
merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti
fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul
dipermukaan. Halinimenggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut
tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu
merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai
Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang
berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian,
integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa
Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman

seluruhlapisan masyarakat.

Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara
Esensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Esensi yang berasal dari kataessence yang menurut kamus
Longman berarti the most basic and important quality of something,
sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) esensi adalah
kata benda yang artinya hakikat; inti; hal yang pokok. Contoh
penggunaannya adalah: Esensi pertikaian atara kedua tokoh itu ialah
pertentangan ideologi.Jadi segala sesuatu yang merupakan Hakikat, dasar,
inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat darisegala
sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya.

Dalam sila-sila pancasila terdapat patologi budaya pancasila, yang
bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila.
Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi,
kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai pancasila. Jikadasar
pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia maka negara ini
akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan
berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, pancasila sebagai

konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuatserta ditanamkan



agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang tidak dijajah dalam hal

fisiktetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat

berubah rakyatindonesia dari sila-sila pancasila itu sendiri.

Beberapa contoh penerapan esensi pancasila sebagai dasar negara :

1.Sila pertamaKetuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama
dan keyakinan yang sejalan denganasas kemanusiaan yang adil dan
beradap. Contohnya rakyat Indonesia memiliki hak untukmemilih agama
yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas
melaksanakankegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-
norma di Indonesia dan salingmenghormati dengan agama lain.

2. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya
Setiap warga negara telah mengakui persamaanderajat, kewajiban
antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia,
dan hak.
Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke
pembantunya yang tidak berperikemanusiaan

3. Sila ketiga Persatuan Indonesia
artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan,
kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi golongan yangnselalu harus diwujudkan, diperjuangkan,
dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus.
Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-
masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik tetapi dipelajari dan ikut
melestarikan dengan serta meyakinkanbahwa perbedaan itu baik.

4.Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam
permusyawaratan atau perwakilan
artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi
dengan bijaksana,memikirkan kententraman rakyat dan mengambil
keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-
perwakilan setiap masyarakat. Contohnya segala persoalan yangada

untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah unntuk



mencapai tujuan ynang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk
membahas masalah dalam lingkungan tersebut.

5.Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap
warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras,dan
bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan
keikutansertaan semua rakyat Indonesia.
Contohnya pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9
tahun tanpa membedakan-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan
yang begitu rendah.

Urgensi pancasila sebagai dasar Negara

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secara ringkas tetapi
meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung , satu dasar falsafah dan
juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat
mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan
terutama imperialisme.

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggnakan
dua pendekatan vyaitu,Pendekatan institusional dan pendekatan sumber
daya manusia, Pendekatan institusional adalah membentuk dan
menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila
sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau
terpenuhinya kepentingan nasional.

Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua
aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara
melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam
mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan
menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang
mendalam terhadap urgensi pancasila sebagai dasar negara. Dalam
pemahaman tersebut ada tahap implementasi juga yaitu tahap yang selalu

memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan,



akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis,
harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang
menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism, tidak terjadi
monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang
organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Maka Indonesia akan
mencapai tujuan yang di cita-citakan seperti yang diharapan pejuang-
pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nila-nilai yang
terkandung dalam pancasila.

Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945
Suasana kebatinan UUD 1945 bersumber pada dasar filsafat negara
yaitu pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi
pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Keduanya juga
membentuk suatu hubungan yang dapat dibedakan menjadi hubungan
formal dan material, seperti berikut:
1. Hubungan formal
Pncasila sebagai norma dasar hukum positif yang dicantumkan dalam
pembukaan UUD 1945. Dengan demikian cara kehidupan, tanegara tidak
hanya bertopang kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi
dalam perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu
perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang
unsurnya berdampak pada pancasila.
Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secarta formal dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a.) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia
V.
b.) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah,
merupakan pokok kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap
tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu :

-Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang



memberi factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
-Memasukkkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum
tertinggi.

c.) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan
berfungsi, selain sebgai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang
bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda
dengan pasal-Pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya
adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945,
bahkan sebagai sumbernya.

d.) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai
hakikat,sifat kedudukan dan fungsi sebagai pokokkaedah negara
yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar
kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang di proklamirkan
tanggal 17 Agustus 1945.

e.) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan
demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di
ubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik

IndonesilA

2. Hubungan material

Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain
hubungan yang bersifat formal, sebagaimana yang dijelaskan di atas juga
hubungan secara material sebagai berikut:

a. Ditinjau dari proses perumusan Pancasila secara kronologis, materi
yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat
Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan
urut-urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai tertib hukum yang tertinggi, dan tertib hukum Indonesia
bersumberkan pada Pancasila.

b.Selain UUD 1945 masih ada hukum dasar tidak tertulis yang juga
merupakan sumber hukum. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa hukum



tidak tertulis ini merumerupakan aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak
tertulis, inilah yang dimaksud dengan konvensi atau kebiasaan
ketatanegaraan .
Jadi berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD
1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum
Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai
sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum
Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
Pancasila sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai,
sumber materi, sumber bentuk dan sifat.
Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan
pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fub
ndamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi
atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain

adalah pancasila.

Penjabaran Pancasila Dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945

Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945,
bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara
iimiah-akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena
merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari Pembukaan UUD 1945 sebagai
kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai- nilai dasar
Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental
yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai
instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila
dan Pembukaan UUD 1945.Implikasinya pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak
bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37
ayat (1) sampaidenganayat(5)UUD 1945.

Bahwa setiap pasal dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya

mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sisi lain,



suatu pasal dalam UUD 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait
dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena
pasal-pasal UUD 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu
bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara
integral. Di sisilain, nilai-nilai Pancasila antara nilai sila 1 dengan nilai sila lainnya
tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan
harmonis

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 28E

o Ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

e Ayat 2 Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29

¢ Ayat 1 “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa”.

e Ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pasal 27

Ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan

dengan undang-undang”.

Pasal 30

Ayat (1) “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha

pertahanan dan keamanan Negara”.



Pasal 31
Ayat(2) “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan
pemerintah wajib membiayainya”.

3. Persatuan Indonesia
Pasal 1 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
undang-undang”.
Pasal 32
Ayat (2) “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional”.
Pasal 35 “bendera negara Indonesia ialah sang merah putih”.
Pasal 36(A) “lambang negara ialah garuda pancasila dan semboyannya
adalah bhineka tunggal ika”.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Pasal 37
Ayat(3) “untuk mengubah pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR”.

5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Pasal 34 ayat (1) “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pasal 34 Ayat (2) “negara mengembangkan sistem jaminan



TUGAS TERSTRUKTUR

Agar pemahaman Anda bertambah mengenai Pancasila sebagai dasar negara
Anda diminta membuat suatu projek lapangan yang dimaksudkan agar Anda memiliki
kemampuan mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik
yangbersifatidealismaupun praktis-pragmatis dalam perspektif sebagai dasar negara

Anda diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Bentuklah kelompok dari kelas Anda, setiap kelompok berjumlah sekitar 8 orang. Dalam
kelompok tersebut, dibagi lagi menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok mempunyai
tugas-tugas sebagaiberikut!

a. Kelompok pertama menyusun latar belakang,

b. kedua mengidentifikasi berbagai alternatif peraturan atau kebijakan publik,

c. Kelompok ketiga memilih alternatif peraturan atau kebijakan publik yang paling
cocok untuk menyelesaikan masalah di suatu daerah,

d. Kelompokkeempatmenyusunrencanaaksidarialternatifyangsudah dipilih bersama.

1. Melakukan penelitian
Masing-masing kelompok menelititentang masalah eksistensi Pancasila dalam
kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Anda dapat melakukan
penelitian di pemerintah daerah setempat atau lembaga-lembaga lain yang
mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan atau
kebijakan publik. Kemudian, Anda diminta menganalisis apakah nilai-nilai Pancasila itu
telah menjiwai peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut!
2. Presentasi
Setelah Anda melakukan penelitian, selanjutnya Anda mempresentasikan hasil
penelitian kelompok masing-masing di depan kelas bersama pakar atau dosen
Pancasila.



Lembar Jawaban :

Nama mahasiswa : NIM
Dosen : Seksi
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